
BUPATI LABUHANBATU UTARA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR 03 TAHUN 2015

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

Menimbang bahvva Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga merupakan
salah satu sumber pendapatan Daerah, Retribusi
sebagaimana dimaksud diatur dalam Pasal 127 huruf i
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

a .

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, Retribusi sebagaimana dimaksud
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

c.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahunl945;
Mengingat : 1.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4869);

2 .

Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang

Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966);

3.

4. Undang ...
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049 ) ;

4

5 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679) :

6 Peraturan Pemerintah Nomorj 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tanun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) :

7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 32) ,

8 .

9 . Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 6
Tahun 201 l tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu
Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 6 Tahun 2014
tentang °erubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
201 1 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara
(Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Utara Nomor 75) ;

?

Dengan . . .
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Dengan Persetujuan Bersama

Di :WAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
dan

BUPATI LABUHANBATU UTARA

MEMUTUSKAN :

Meimtapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RETR 1 BUSI TEMPAT
REKREASI DAN OLAHRAGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1 . Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu ut.ara.

2 . Pemerintah Daerah
penvelenggara Pemerintahan
pelaksanaan urusan
kewenangan daerah otonom.

adalah Bupati sebagai unsur
Daerah yang mcmimpin

pemerintahan yang menjadi

3 . Bupati adalah Bupati Labuhanbatu utara .

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjul.nya disebut
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penvelenggara Pemerintahan
Daerah .

4

5. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisafe yang selanjutnva
disebut Disporapar merupakan Satuan Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara .

6. Badan adalah sekumpulan orang dan /atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroaan komanditer , perseroan lainnya, badan
usaha milik negara ( BUMN ), atau badan usaha milik daerah
( BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun , firma,
kongsi,
perkumpulan , yayasan , organisasi massa, organisasi sosial
politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan
lainnya termasuk lcontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap.

persekutuankoperasi , dana pensiun ,

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah
Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena
pada dasamya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

7 .

8. Tempat . . .
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8. Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah tempat rekreasi
Pariwisatia dan Sarana Olahraga yang disediakan , dimi’.iki
dan /atau dikelola oleh Pemerintah Daerah .

9 Retnbusi Tempar Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnva
disebut. Retnbusi adalah punguian Daerah sehagai
pembayaran atas jasa pelayanan tempat Usaha Par.wisata
dan Sarana Olahraga yang disediakan . dimiliki dan / atau
dikelola oleh Pemerintah Daerah .

10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang
menurut peraturan perundang- undangan retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembavaran retribusi ,
termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertenUi

1 1 . Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk
memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah
Daerah .

Surat Setoran Retribusi Daerah . yang selanjutnva disingkat.
SSRD . adalah bukti pembavaran atau penvetoran retribusi
\ ang relah chlakukan dengaji menggunakan formulir atau
telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah inelalui
tempat pembayaran yang clittjinjuk oleh Kepala Daerah .

1 2

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah . yang selanjutnva
disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang
menentukan besarnya jumlah pokok retr.busi yang
terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bavai . vang
selaniutnya disingkat SKRDLF3. adalah sura: ketetapan
retnbusi vang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
retnbusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada
retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang

1 4

15. Surat Tagihan Retribusi Daerah . vang selanjutnva disingkat
STRD. adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi
dan / atau sanksi administratif berupa bunga dan / atau
dentla

16 . Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data. keU-rangan . dan /atau bukti yang
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan

standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
retribusi

suatu
pemenuhan kewajiban peijbajakan daerah dan

dan / atau ..
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dan /atau untuk tujuan lain clalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan
daerah dan retribusi daerah .

1 7 . Penvidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan
retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh
Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang
perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta
menemukan tersangkanya .

BAB 11
NAMA, OBJEK, 3UBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut
Retribusi atas jasa pelavanan tempat rekreasi dan olahraga .

Pasal 3

( 1 ) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pelayanan
Tempat Rekreasi dan Olahraga yang disediakan , dimiliki
dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah .

(2) Obyek Retribusi Tempat Rekreasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi :
a . memasuki kawasan rekreasi;
b . menggunakan fasilitas;
c . tempat penjualan :
d . kolam renang;
e . toilet / wc;
f . pondok wisata ;

g. tempat parkir .

(3) Obyek Tempat Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayar
( 1) , meliputi :
a . lapangan tennis;
b. bulu tangkis;
c. lapangan basket;

d . lapangan volly ball ;
e . lapangan futsal ;
f . stadion ; dan
g. sarana olah raga lainnya .

( 4 ) Dikecualikan . . .
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(4) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah pelayanan tempat Rekreasi dan
Olahraga yang disediakan, dimiliki dan /atau dikelola oleh
Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang
pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan
tempat Rekreasi dan Olahraga.

Pasal 5

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga termasuk dalam
golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB III
CARA MENGUKUR T1NGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa pemakaian tempat rekreasi dan
olahraga dihitung berdasarkan jenis, waktu, penggunaan dan
pemanfaatan sarana prasarana retribusi tempat rekreasi dan
olahraga.

BAB IV
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya

tarif Retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh
keuntungan yang layak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa
usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi
pada harga pasar.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Setiap orang yang masuk kawasan tempat Rekreasi
dikenakan tarif sebagai berikut :

a.dewasa .. .
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a. dewasa dikenakan tarif Rp. 5.000 /orang; dan
b . anak - anak dikenakan tarif Rp. 2.000/orang.

(2) Setiap penggunaan fasilitas di tempat Rekreasi dikenakan
tarif retribusi sebagai berikut:

a . penggunaan fasilitas ponrlok dikenakan tarif
Rp. 5.000/ pondok :

b. penggunaan fasilitas toilet sebagai berikut :
1 buang air kecil dikenakan tarif Rp. l .OOC / orang;

dan
2 . buang air besar dikenakan larif Rp. 2.000/ orang.

c. penggunaan lahan parkir di tempat Rekreasi sebagai
berikut :
1 . sepeda motor dikenakan tarif Rp. 3.000/ unit;
2 . sedan , jeep, minibus dan microbus dikenakan tarif

Rp. 7.000/ umt;
3. bus besar dikenakan tarif Rp. 20.000/ unii.

(3) Setiap orang yang masuk gedung tempat Olahraga
dikenakan tarif Retribusi sebagai berikut :

a. dewasa dikenakan tarif Rp. 1 0.000 /orang: dan
b. anak - anak dikenakan tarif Rp. 5.000 / orang.

(4) Setiap penggunaan fasilitas di tempat Olahraga
dikenakan tarif Retribusi sebagai berikut:

a. penggunaan fasilitas toilet dikenakan tarif sebagai
berikut :

1 . buang air kecil dikenakan tarif Rp. 1.000 /orang;
dan

2. buang air besar dikenakan tarif Rp . 2.000 / orang .

b. penggunaan lahan parkir di tempat Olahraga sebagai
berikut :

1 . sepeda motor dikenakan tarif Rp . 3.000 / unit ;
2. sedan , jeep, minibus dan microbus dikenakan

tarif Rp. 7.000 / unit;
3. bus besar dikenakan tarif Rp. 20.000 / unit .

Pasal 9

( 1 ) Tarif Retribusi ditinjau kembah paling lama 3 (tiga) tahun
sekali .

(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
( l ) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan
perkembangan perekonomian .

(3) Peninjauan . . .
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(3) Peninjauan tarif Retrilmsi seflagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditctapkan dengan Peraturan Bupan.

BAB VI
W1LAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 1 0

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah .

BAB VII
PENENTUAN PEMBAYARAN , TEMPAT PEMBAYARAN ,

ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 1 1

( 1 ) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Keterangan
Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

( 2 ) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud
pads ayat ( 1 ) dapat berupa karris, kupon . dan kartu
langganan .

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati .

Pasal 12

Berdasarkan SICRD atau dokumen lain yang dipersamakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat ( 1 ) Wajib Retribusi
wajib membayar / melunasi retribusi yang terutang.

Pasal 13

( 1 ) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara
tunai / lunas.

Pembayaran dilakukan di kas Daerah atau di tempat
lain / unit pelavanan terpadu dengan menggunakan SKRD
atau dokumen lain yang dipersamakan .

(2 )

pembayaran dilakukan d item pat lain
dimaksud pada ayat ( 2) maka hasil

(3) Dalam hal
sebagaimana
penerimaan Retribusi harus disetor ke kas Daerah paling
lambat 1 (satu ) han kerja

(4 ) Setiap . . .



9 -

( 4) Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti
pembayaran Retribusi dan dicatatkan dalam buku caftar
penerimaan Retribusi .

( 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran .
penetapan tempat pembayaran , angsuran dan penundaan
pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati .

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATE

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada
waktunya atau kurang membayar , dikenakan sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen ) setiap
bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang bayar dan
ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX
PENAGIHAN

Pasal 15

( 1 ) Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya
dan kurang bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ditagih dengan menggunakan STRD

( 2 ) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )
didahului dengan Surat Teguran .

(3) Pengeluaran Surat Teguran sebagai tindakan pelaksanaan
penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh)
hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran .

( 4 ) Dalam jangka waktu paling lama 7 ( lujuh) hari kerja setelah
tanggal Surat Teguran . Wajib Retribusi harus melunasi
Retribusi terutang.

(5) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikeluarkan oieh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati .

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan diatur
dengan Peraturan Bupati .

BAB X . . .
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BAB X
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 16

( 1 ) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi
kedaluwarsa setelah melarnpaui waktu 3 ( tiga) tahun
terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali
jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang
Retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 1 ) tertangguh jika :
a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. adanya pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi ,

baik langsung maupun tidak langsung.

(3} Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a , kedaluwarsa penagihan
dihitung sejak tanggal diterimanva Surat Teguran tersebut .

(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 2) huruf b. adalah Wajib Retribusi
dengan kesadarannya menvatakan masih mempunyai utang
Retribusi aan belum melunasinya pada Pemerintah Daerah . '

(5) Pengakuan utang Retribtisi secara tidak langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat
diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh
Wajib Retribusi .

Pasal 17

( 1 ) Piutang Retribusi tidak mungkin ditagih lagi karena hak
untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat
dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang
Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud
pada ayat (!] .

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan
piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan
Peraturan Bupati .

BAB XI . . .
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BAB XI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 18

( I ) I n s t.ans i yang melaksanakan pemungutan Ret r ibus i c i apa t
n ibe r i insen t i f a t a s dasa r pencapa ian k ine r j a re r t en tu .
sesua i pe ra tu ran perundang-lndangan yang ber laku .

(2 ) Pember ian insen t i f sebaga imana d imaksud pada aya t ( l )
d i t e t apkan mela lm Anggaran Pendapa tan dan Belan ja
Daerah

( 3 ) ke ien luan leb ih lan ju i mengena i l a in ea rn pember ian dan
pemanfaa tan insen t i f sebagafmana d imaksud pada a \ a i ( 1 )
akan d ia tu r dengan Pera tu ran Bupa t i .

BAB XII
KETENTUAN PENYIDl KAN

Pa sa l 19

( 1 ) Pe jaba t Pegawai Neger i S ip i l d i l ingkungan Pemenntah
Daerah d ibe r i wewenang khusus sebaga i penv id ik un tuk
melakukan peny id ikan t indak p idana d i b idang Re t rbus i
Daerah sebaga imana d imaksud da la fn Undang-Undang
1- l i i kum Acara P idana . I

( 2 ) Pemid i l: sebaga imana d imaksud pada aya t ( 1 ) a ca lah
pe jaba t pegawai neger i s ip i l t e r t en tu d i l ingkur.gan
Pemer in tahan Daerah yang d iangka i o leh pe jaba t yang
bervvenang sesua i dengan k i t en tuan pera tu ran peru r.cang-
undangan .

(3) Wewenang Penv id ik sebaga imana d imaksud pada aya t ( 1 )
mehpu t i .

a. mener ima , mencar i . mengumpulkan , dan rr i ene l i t i
ke te rangan a tau laporan berkenaan dengan t indak
p idana d i b idang Ret r ibus i aga r ke te rangan a tau laporan
te r sebu t men jad i l eb ih lengkap dan je las.

b. mene l i t i , mencar i , dan mengumpulkan ke te rangan
mengena i o rang pr ibad i ' a t au Badan ten tang kebenaran
perbua tan yang d i l akukan sehubungan dengan t indak
p idana Ret r ibus i ;

c .mern in ta . .
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c . meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi'
aiau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang
Retribusi:

d . memeriksa buku , catatan dan dokumen lam berkenaan
dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang
bukti pembukuan , pencatatan. dan dokumen lain , serra
melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

t . meminta bantuan tenaga ahli clalam rangka pelaksanaan
tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi ;

g. menyuruh berhenti dan /atau melarang scseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedan g berlangsung dan memeriksa
identitas orang, benda, dan /atau dokumen \ angdibawa;

h memotret seseorang vang berkaitan dengan tindak
pidana Retribusi ;

memanggil orang untuk j didengar keterangannva dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

j menghentikan penyidikarjl dan / atau

k . melakukan tmdakan lain vang perlip untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan .

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada avat ( 1 )

memberitahukan dimulainva penyidikan
menvampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut
Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia , sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang- Undang Hukum Acara Pidana.

dan

BAB Xll
KETENTUAN PIDANA

Pasa! 20

( 1 ) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya
sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana
kurungan paling lama 3! ( tiga) bulan atau denda paling

banvak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak
atau kurang dibayar .

(2) Tindak . . .
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,

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah
merupakan penerimaan Negara.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 3ro Juli 2015
BUPATI LABUHANBATU UTARA,

UDDDTSYAH

Diundangkan di Aek Kanopan
pada tanggal So Juli 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

EDI SAMPt/RNA RAMBEY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2015

NOMOR>^

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA, PROVINSI

SUMATERA UTARA : (3/2015)


